PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Usaha Pertambangan,
Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya
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disebut WIUP, Wilayah Pertambangan Rakyat yang
selanjutnya disebut WPR, Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK,
Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP,
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya
disebut IUP Eksplorasi, 1zin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi,
Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR,
Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya
disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus
Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, 1zin
Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang
selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Penyelidikan
Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Operasi Produksi,
Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian,
Pengangkutan dan Penjualan, Reklamasi, Kegiatan
Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang,
dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan
batubara.

BAB Il
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh
pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
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Bagian Kedua

Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 3

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
terdiri atas:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan
pengelolaan usaha pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan,
dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha
pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 4

Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan
usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan
pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. pedoman tata laksana; dan
b. pedoman pelaksanaan.

(2) Pedoman tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a paling sedikit meliputi pedoman struktur dan
tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha
pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. pedoman teknis pertambangan;
b. pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta
pengangkutan dan penjualan;
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c. pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran
biaya;

d. pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku,
dan/atau bahan pendukung pertambangan;

e. pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis
dan lingkungan;

f. pedoman pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat sekitar tambang;

g. pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan
pertambangan;

h. pedoman penyusunan Ilaporan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan, reklamasi, dan
pascatambang;

i. pedoman evaluasi terhadap Ilaporan penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta
pengangkutan dan penjualan;

j. pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan

pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang
dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota; dan

k. pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan
pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang
dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.

Pasal 6
Pemberian  bimbingan, supervisi, dan konsultasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan
terhadap penyelenggara pengelolaan usaha
pertambangan.
Pemberian  bimbingan, supervisi, dan konsultasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan
dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan, dan
pengawasan di bidang mineral dan batubara.
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Pasal 8

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 pelaksanaannya dilakukan oleh Ilembaga
pendidikan dan pelatihan pada Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertambangan mineral dan batubara.

(2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama
dengan pemerintah provinsi dan/atau perguruan tinggi
serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah provinsi,
perguruan tinggi, serta lembaga lainnya setelah mendapat
akreditasi dari komite akreditasi yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan serta pemberian akreditasi diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1) Pembinaan terhadap perencanaan, penelitian,
pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral
dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d

(2) dilakukan oleh Menteri melalui pemberian bimbingan
teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha
pertambangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha
pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pembinaan Atas Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan
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